BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK TENGAH

Menimbang : Pahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan

Mengingat

Daerah  Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah Dbeberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun?2
022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5856);



- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan  Pemerintaha:n
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

- Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6987);

+ Undang-Undang Nomor 83 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Lombok Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 269,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7020);

- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas  Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6402);




10.

11

128

13.

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6881);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Dana Transfer (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah
serta  Pelaksanaan dan  Pertanggungjawaban  Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);




14.

15.

16.

17,

18.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi  Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban  Penggunaan Bantuan  Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1777);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781});

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
431);




19.

20.

2.

20

23.

24.

25

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang
Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian
Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator
Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana
Alokasi Umum yang Ditentukan Pengunaannya (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 965);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan Dana Alokasi Umum (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 630):

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Lombok  Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok
Tengah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor4);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok
Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 2);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok
Tengah Tahun 2022 Nomor 3);

Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Lombok Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 Nomor 24);




26. peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 83 Tahun 2024
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 13 Tahun
2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 83
Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

27. peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 18 Tahun 2025
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun
2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Lombok Tengah Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah

Bupati adalah Bupati Kabupaten Lombok Tengah

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang

meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan

peraturan daerah

. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan

arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan

penetapan APBD.

. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945




Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula
sebesar Rp 2.813.094.718.788,00 bertambah sebesar
Rp.167.635.931.471,25 sehingga menjadi Rp. 2.980.730.650.259,25 dengan

rincian sebagai berikut:

. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp. 2.813.094.718.788,00
b. Bertambah/(Berkurang) Rp. -13.795.820,837.49
Jumlah Pendapatan Daerah Setelah

Perubahan Rp. 2.826.890..539.625,49

. Belanja Daerah

a. Semula Rp. 2.781.914.021.448,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 144.186.923.981,25
Jumlah Belanja daerah Setelah

Perubahan Rp. 2.926.100.945.429,25

Total Surplus/(Defisit)
setelah perubahan Rp. -99.210.405.803,76

. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah /(Berkurang) Rp. 153.840.110,633,76
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah

Perubahan Rp. 153.840.110.633,76

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp. 31.180.697.340,00
2)  Bertambah/(Berkurang) Rp.  23.449.007.490,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah

Perubahan Rp. 54.629.704.830,00

Jumlah Pembiayaan Neto Setelah

Perubahan Rp. 99.210.405.803,76

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah

Perubahan Rp. 0,00
Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri

Al .




10.

1L

12.

Lampiran I

Lampiran II

Lampiran

IIl.a

Lampiran

IIL.b

Lampiran
IV.a

Lampiran

IV.b

Lampiran
V.a

Lampiran
V.b

Lampiran

Vi.a

Lampiran
VIL.b

Lampiran

Vi.c

Lampiran VII

Ringkasan penjabaran perubahan APBD yang
diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian
objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan Tahun
Anggaran 2025;

Rincian perubahan APBD menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan,
Sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja,
dan pembiayaan Tahun Anggaran 2025

Daftar nama penerima, alamat dan besaran Alokasi
hibah berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi
hibah Tahun Anggaran 2025

Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi
Hibah Berupa Barang Yang Diterima Serta Skpd
Pemberi Hibah

Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi
bantuan sosial berupa uang yang diterima serta SKPD
pemberi bantuan sosial Tahun Anggaran 2025

Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi
Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta
SKPD Pemberi Bantuan Sosial

Daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan
keuangan bersifat umum yang diterima serta SKPD
pemberi bantuan keuangan Tahun Anggaran 2025
Daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan
keuangan bersifat khusus yang diterima serta SKPD
pemberi bantuan keuangan Tahun Anggaran 2025
Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja
Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah
Kabupaten Tahun Anggaran 2025

Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja
Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota
Tahun Anggaran 2025

Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja
Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa
Tahun Anggaran 2025

Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obijek,
Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, Dan

Pembiayaan;




13. Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota Pada Daerah Perbatasan
Dalam Peraturan Daerah Tentang APBD Dan
Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD dengan
Program Prioritas Perbatasan Negara.

14. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan,

Belanja Dan Pembiayaan)

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan
ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan

Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap
orang mengetahuinya, memerintahkan  pengundangan Peraturan
Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Lombok Tengah
Ditetapkan di Praya

pada tanggal, 6 Oktober 2025
BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU RATHUE,

Diundangkan di Praya
2025

NOMOR
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